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NOMOR : 903 - 816 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)

1.

dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan  perundang-undangan vyang lebih tingg,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan RPD.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).




2.

10.

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 1entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomar 4355].

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kera Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737},

Undang-Undang Nemor 17V Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomer 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Dasrah
tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja DPaerah Tahun Anggaran 2024,
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MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dan
Rancangan Peraturan Bupali Pasaman tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Pasaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menindaklanjuti hasil evaluas] dengan melakukan
penycmpurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daecrah Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7 (tujuh} har terhitung secjak
dilerimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Pasaman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati
Pasaman  menetapkan  Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Pasaman lentang Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
meniadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalarmn Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

Bupati Pasaman menyampaikan kembali Rancangan Peraturan
Daecrah Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dagrah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian sesual dengan hasil evaluasi
kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk
mendapatkan nomor register.

Bupati Pasaman menctapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan Pecraturan Bupat Pasaman tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register
scbagaimana diktum KEEMPAT.
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b & ool Ditetapkan di Padang

Penganggaran, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

L I
ip

imtil pada tanggal 4 Desember 2023

GUBE UMATERA BARAT,
/Ae

"}’n ; MAHYELDI

Tembusan;

£

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR ©03 - 816 - 2023

TANGGAL 14 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPAT] PASAMAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUAS]

Evaluasi Rancangan Peraturan [Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi;
B. Kepentingan umuim;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Flafon Anggaran Scementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Mernengah Daerah (RPIMD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3] dan Pasal 315 ayat {1} Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan
oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupatcn Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 vang telah disetujul bersama antara Bupatli Pasaman dan
DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024, disampalkan kepada Gubernur dengan tahapan
jadwal penyusunan APBD scbagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

. | Penctapan f Perseiujuan f Syrat
Na. Uraian r Normor . Tangeal | I.{ct.
Penetapan Perkada Tl:la.k SicsuEL. 1
ngenai RKPD . [paling lambat
]| mengen Nomor 14 Tahun 2023 5.Juli 2023 satu minggu setelah
Kabupaten Fasaman . RKPD Pravinsi di
|| Tahun 2023 —- | tetapkan)
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[}

. Penctapan fPerselujuan /f3urat
M. Uraian Nomor T Tanggal ‘ Ket. N
Penyampaian Rancangan i Sem_mi,
o KUA dan Rancangan 9001 1809} Ay Buleuda f 14 Juli 2023 ! {pa_allng lambat
PPA%S oleh Kepala Daerah 2023 | minggu II bulan
kepada DPRD . Julij
Kesepakatan antara | 181/11/BUP-PAS/2023 F;f:ﬁ?:;lambat
3 | Kepala Daerah da:n DFRD 14/KPTS/ DPRD/ PﬁSI."E-L"ITJS 24 Juli 2023 minggu I bulan
atas Rancangan RUA | Agustus) .
- Kesepakalan antara " | Sesuai,
181/ 12/BLUP-PASS 2023 . . [paling larmbat
4 | Kepala Daerah dan DPRD | < pendnopr fpac 5005 24 Juli 2023 nF':inggg'l.l o bulan
atas Rancangan PPAS : Agustus)
| Penyampaian Rancangan Tidak Sesuai
i Peraturan Dacrah - )
| 5 ° tentang APBD olch 306/ 1659‘;*“55;; Bakeuda/ | g geptember 2023 E?A‘g’;]ﬁ”;ﬁgn
| Kepala Dacrah kepada September]
OFRD
! Secsual,
. . | tpaling lambat 1
Fersetujuan bersama 181/22/BUP-PAS/ 2023 20 November {satu) bulan
6 DFRD dun Kepala Daereh | o SpErd ppon  pag 2023 2023 sebelum dimulainy
£ . i ¥a
i Tertang Ranperda AFBD tahun anggaran
_' ) . . berkenaan) _
Menyampaikan '
Rancangan Peraluran Scsuai,
| Daerah tentang APBD {disampaikan 3 [tiga)
- | dan Kancangan 900,/ 2016/ AprfBukeuda/ 23 November hari sejak tanggal
Peraturan Kepala MDacrah 2023 2023 persetiiuan
tentang Penjabaran APBD - Rancangan Perda
' untuk dievaluasi l APBD)
| Gubermnur i

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Pasaman dan DPRD
pada tanggal 20 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur
pada tanggal 23 November 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245 ayat {3},
Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nemor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
lerakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel ¥ angka & Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur unluk
dievaluasi paling lambat 3 ({tiga] han kerja sejak tanggal persetujuan
bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerzh Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 ditetapkan pada
tanggal 5 Juli 2023, belum sgesuai dengan Pasal 104 ayat {2} Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana




Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota
menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD
Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu] minggu setclah RKPD Provinsi
ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah Tahun 2024,

Selanjutnva penvampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Pasaman kepada DPRD Kabupaten Pasaman pada tanggal
14 Juli 2023 dan Kesepakalan antara Bupati Pasaman dengan DFRD
Kabupaten Pasaman terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 24
Juli 2023, sesuail dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD
dalam Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan
bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024
oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I
Agustus 2023 dan Kescpakatan antara Kepala Daecrah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu
Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 oleh
Bupati Pasaman kepada DPRD Kabupaten Pasaman pada tanggal 29
September 2023, tidak sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tshun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu 1I bulan
September bagi daerah yang menerapkan 3 (lima) hari kerja per minggu
atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang
menerapkan 6 {(enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Pasaman dengan Bupati Pasaman
pada tanggal 20 Novemnber 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2024
yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
dilakukan paling lambat 1 {satu) bulan sebelurmn dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Pasoman agar tetap konsisten
dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD,
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Notmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah.

Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam beniuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerall yang terukur secara rasional yang dapat dicapal untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraluran perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan dacrah dan
penerimaan pembiayvaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
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pengeluaran daerah sesumn dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang meclandasinya, yang terdin atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan vang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan
ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi1 target pendapatan dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur sccara rasional
vang dapal dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan
memiliki kepastian serta sesuail dengan  ketentuan peraturan
perandang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat [(4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Berkaitan dengan hat
{ersebul, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam menyusun
prognosis  target pendapatan harus memperhatikan realisasi
pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp1.023.824.389.478 atau 97,68% dar total pendapatan daecrah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 10 November 2023 sehesar
RpR08.446.290.736 atau 73,82% dari total pendapatan daerah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2023,

b. Penganggaran target pendapatan daerah  dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan vang melalui Rekening
Kas Umum Daerah [RKUD] yang tidak perlu dibayar kembali clch
daerah dan penerimaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagal penambah eckuitas yang
merupakan hak daerah dalain 1 (satu)] tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan buur C.l.a s/d C.1.1 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribust daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ckonomi dan restrukturisasi transformasi ckonomi.

2. Kebyakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan rencana pengeluaran daerah scsuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun
Anpgaran 2022 sebesar Rpl.054.566.626.652 atau 91,35% dari
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total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi
belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 10 November
2023 sebesar Rp773.825.337.184 atau 66,42% dar total belanja
dacrah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2023,

Pemerintah Daerah  Kabupaten Pasaman menyusun program
pemnbangunan daerah sesual dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelavanan dasar publik
dan pcncapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.1l.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun
2023.

belanja  daerah  harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasicnal tahun 2024 sesual dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, Kkemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelavanan
publik scbagaimana maksud butir C.1.m.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1} penghapusan Kemiskinan ekstrem antara lain:

a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

b} peningkatan pendapatan masyarakat.

¢] penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2} penurunan stunting antara lain:

a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive sepert
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

¢ kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yvang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalian inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b} pengendalian laju alih fungsi lahan.
¢l pemberian bantuan sektor pertanian vang tepat sasaran.
d] penguatan tata kelela logistik daerah,
¢l pengawasan harga dan operasi pasar.
4y peningkatan investas: antara lain:
a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission [QOS8).

bl mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5] penguatan kualitas sumber daya manusia;
6] pembangunan infrastruktur; dan
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7]  peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

e. Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan target capaian Kinerja
program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd
untuk belanja daerah, dengan tetap memperhaiikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

{. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Pasaman mempricritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.

3. Kchijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun angparan berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayal (3] Peraturan Pemerintah Neomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.l.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

b. klasifikasi alun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrnincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelelaan keuangan pada satuan kerja
pengelola kevangan daerah sesuar dengan ketentuan peraturan
perandang-undangan.

c¢. pembiayaan netto merupakan selisih anlara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau rmenutup
defisit anggaran.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAEREAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran iarget pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.078.643.922.844
mengalami  penurunan  sebesar Rp(3.932.659.179) atau (0,36)%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rpl.082.575.582.023.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan scbagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp118.229.916.434.

2. Pendapatan Transfer sebesar RpY60.414.006.410.
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Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus melakukan reformasi
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.078.643.922.844
dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Dacrah _
URAIAN JUMLAH {Rp]
PENDAPATAN DAERAH |
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 118.229.916.434
Pajak Daerah . 13.707.382.459
Retribusi Daerah 1.258.783.000
Hasil Pengelolaan Kekayzaan Daerah yvang Dipisahkan | 14.250.000.000
Lain-lain PAD yang Sah . 89.013.750.975
PENDAPATAN TRANBFER . 960.414.006.410
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 900,173 235.000
. Pendapatan Transfer Antar Daerah . 60.240.771.410
‘Jumlah Pendapatan 1.078.643.922.844

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl18.229.916.434.

Target Pendapatan Ash Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada AFBD
Tahun Angparan 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.



Uraian

1
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pujak Daerah
Fajak Hotel
Pajek Restoran
~ Pajak Hiburan

Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalab
Fajak Parkir
. Pajak Sarang Burung
Walet
Pajak Air Tanah
Pajak Mineral Bukan
Logam dan Hatuan
Pajak Bumi dan
Bangunan Merdesgsan dan
Perkotaan (PEBFZ)
Bra Perolehan Hak Atas
Yaneh dan Bangunan
|BFHTB)
Retribusal Deerab
Betribusi Pelayanan
~ Kesehatan
Retribus Pelayanan

 Persampahan! Kebersiban .

Retribugi Pelayanan Parkr

di Tepi Jalan Umum
Retribugi Pelayanan Pasar

Rettibuz Petygujian

~ Kendaraan Bermaotor

Hetribus] Pemenkasaan

alat Femrdam Kebakatan

Tabel 2.1

Perkembangan Targel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

APBD Tahun Anggaran 2022

IRp}

Target
2

£7.863,578.634,00

C11.048.509 683,00
141,500 00K, 00

B30.148.650,00

0,60
120.000.000,00

B.333 453,544,000
LEREN)

0,00

75.000.000,00
1.000.000.0600,00

1.688 407.455,00

B0 0. 000,00

£.240,925.500,00

3430695 000,00

2560, DOKEO00, 06

(LR

000

250000000 ,00

1. 520,000 {H}

Renlisasl
a

91.2T3.567.958, T8

11.310.384.710,00
146.081.653 00

[.192.373.626,00

0,00
111.977.437,00

£.794.064.107 0

0,00

0.0

51.437.466,00
1.049, 138.969,00

§.034,571.470,00

30,739 982,04

4. 7T71.926.860,00

3.141.910.500,00

20676 150,00

00

o00

183 210.00:, 00

1.557. (MM 00

4=3:3

103,88
102,37

14K5, 24

143,63

Bh,14
107,27
100

104,891

61,47

L0950

76,46
72,04

107 &7

7328

102,43

APED Tahun Angguran 2023

(Rp}
Realismsl Par 10
Target Nav 2023

5 &

125.311.088.771,00 65.221.803.407,00
7.595.67T.264,00

12.540.58%.407,00

L38.975 000,00 91.641.753,00
1.083.199.948,00 71B.121.143,00
0,00

17530000000

.03 000 [HHO0 4. 702852 670,00

0,00
0,00 0,00
75.000.000,00 30.060.777.00

1. 050 Q00 {HKE 00

1.638.407.459,010) 793,514 464 00

1.300 000 0300 B&G. 159,399 00

1.791.406.000,00

22 460 W00 22,460 000,00

23000 000,00 2002 4% ] 000,00

Q.00
OO
20000000000

A7, 000,00

118904 500,00

1,520.900,04

0,00
43.755.700,00

000

347.571 458,00

1.280.973.757,00

0.00

SHE.000,00

T=H%
52,05

60,55
03,%
66,30

23, (M)
£y, B
[EK N4}

40,08
4310

47,00

66,63

69,83
0.00

88,04

245

3,21

Target APBD
Tahun Anggaran
o4

IRp)
B

118.238.916.434,00

13.TOT.382.459,00
138.975.000 (%)

1.150.000.000.00
000
155.000.000,00

T.HHE OO 000, [}

000

000

75.000.000,00
1. M QO U0, D

1938 407 454, (M}

1.250.000 (00, H}

1.288.783.000,00

0,00

280.000.000, Y

0,00

0,00

0,00

1,520 (W10}, 0

Sellaih Target
APHD TA. 20722
dan Tarpet APBD
TA. 3024

(Rp)
P=0-5

_ 7.0B2.172.337.00

© 1.166.800.052,00

.00

47000 {0 H

0,00

250,000,000,

-50 000, 000,00

-32 AG0. 00, 00

oo

200 00 GO0 00

66_800.052.00
0,00
20000 000,

00

000
4503000 {HN,[H]

-532.623.000,00
50.000.000,00
0,00

.00

(5,55)

9,30
0,00
6,17

(11,43
,69
1,00

42 E6

14,61

(3.85)

128,73}
0,00

21,74

100,00

0.0}

“% doari
Target
AFBRD
Tahun
Anggaran
2034 dan
Realisani
AFBD TA
2023 per
1- Nov
2023

(%]
11=8:6
181,27

180,51
151,65
160, s 4

354,24
156,48
0,00

249,49
431,57

234 28

144,32

100,63
0,00

138,28

Q.00

255,03
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Retribuigs Pengeantian
~ Biays Cetak Pela
Retribwsi Penyedinan
dan/atau Penvedotan
~ Kakus )
Hetnbue Pelavation
~ Tera/Tera Ulang

Hetnbuel Pengawasan dan .

Pengendalinn Menara

_ Telekomunikasgi

Retribusi Pemakaian

. Kehavaan Daerah
Retnbusei Pasar Grosir

~dan/atau Pertokoan

~ Retribusi Terminal

Retnbuel Termpat Khusus

. Parkir

Retribuai Tempat

Fengmapan §

_ Pesanggrahan [ Vila

Retribusi Eumah Potong

- Hewan

Erinbusi lzin Trevek

untuk Menvediakan

Prlavanan Angkutan

~ Umum

Retribusi lzin Usaha

~ Perikanan

KEetribusi Tempat Hekreasi .

_dan Olahraga

Retribusi Peryualan
 Produksi Ussaha Dacraeh
Retribusi Tzin Mendinkan
Burgunan

Retribum Perselujuan
Hangunan Lisdung

AFED Tahun Anggwran 4003

(Bpi

Tarcget
[3,£H) .
X4
X4 N .
1RO TR GO0, 040

B35 e 500, 1]

A0y, 7000, (K]

£.100.000,00
17,250,000, {4

0,00

15 SO 000, (K}

300000, (1}

4. 500.000,00

249 1 FOL0O00, ()

0,60

0,040

149, 350 0400, )

Realizasl

[3,1M}

ERL 1)

0,0}

147 00K 000, (1Y

ROA. 108000, ()

243977000, 1M

2,862.000,00
18, BO0D.OO0, D

0,00

22,020,000,

0,00

0,00

110 503600080, 130

0,00

0,043

7205591900

81.67

85,67

TY35
46,92
107 .83

112,92

G

0,00

El

a20

(M)

AFBD Tahnno Anggeran 2033

(Rp})
Realisawi Paor 10

Target

0,00

0,00

E)

0,00
(iR EERO R

£36.926 000,00

AT, 500, [0
2.100,000,00
17230 [HM1,00

0,00

22,0000 .00
S0, OO, 00

4 500, 000,00 .
25000 DR 00 .
000 .
3,00 .

109,650, 000,00

Now 3633

0,00

£3,00)

0,00

102 1. GO, 00

473 B 500,00

219.174.000,00

1.218.000,00
13.500.000,00

0,00

20.625.000,00

.00

£3,000}

12.200.600,00

0,00

2025.500,00

60,598, 257,00

56,67

74,14

64,94
28,00
B0,58

51,75

00

[0

48,80

55,37

Targat APBD

Tahon Anggaran
2024
IRp
{010
[h G0
[h 00
(3,040

LA AR R N

337, 5300.000.00

2.100.000,00
V7. 250,000.00

0,00

200000 (K, 00

500.000,00

4 5000 LMD

23.000, 000 0]

0,00

0,00

102650, 000,00

Jelislh Target
APBD TA. 2032
dan Target APBL

ThA. 1034
(Rp|
0,00
Q.00
0,00

-THQ.O00, MDD

-17E 163 IHLO0

a0

0,00
0,00

oo

-2 CICH, CHH 0

00

[hOE

0,00

E)

0,00

0,00

El

1,00

%
Saliakh
Target

APHED
TA. 2023
dan
Turget
APRD
TA 2024

]

| 10O

27 B

0,00
0,00
0.0

(09

0,00

(),{H}

RV

0,00

000

% duri

Target
APETH
Tahun

Angguran
A034 dan
RealHaani
AFBD TA
2033 per
1- Now
2023

%)

(3,(M

47,25

153,95

124,10

96,97

04,92

0,00

183.95




Thraiai

Haull Pengelolann
Kakavaan Daccrab yvang
IHpdsahlean

Bagian Laha vang
Dibagikan kepada
Femerintah daerah
[Dividen| atar PenyertAan
 Modal pada BLIMD
Bagian Laba yang
thibagkaty kepads

* Pemerntah Daetah
[Dividen) atas

" PenyermanModal pada

. Perusahasn Milik Swasta

Laio-lain Pendapatan
Ausll Dasrab yvang Sah

" Haail Penjualan BMD vang .

 Tidak Lipirahkan
Jusa Giroe
Pendapatan Bunga

Penerimaan atasx Tuntatan

Ganti Kerugian Keuangan
Daerah

Penerimaarn Komuisi,
Potongast, atau Bentuk
Lain

Pendapatan Tenda atas
Keterlambatan
Helaksanren Pekerjran
Pendapatan dari

~ Pengembalian
Pendaprian Denda Pajok
I}acrah

Fendapatan Denda

~ Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil
Eksekusi ataz Jaminan
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APED Tabun Aoggeran 20332

(Rp)

Target

11.524. 788,693,000

11.634 TS 6T2 00

0,00

58.939.581. 785,00

217493377 11

1,113,426, 215,14
8.000.000.000,00

000 WY OG0, (e

0, [H}

1. 500 QOO0 00, GO

0,00
13000 (K00

00

1.000 000 . DO, 0

Realinnal

11.634.788.692,00

i 1634 TBE 092 DD

0,00

63.556.567.98T,T8

4546035549, 00

643.046.015,00
5.239,390,670,00

80.461.691.00
0,00

El

1. 444, 170.675,0H)

(3, (W}

14 866.990, ()

0,01

Q47,057 399,73

106,00

100,00

LY

107,83

223,77
57,75

(LR

00

0,00

El

(0,040

.00
0.0D)
0,00

0[]

AFBD Twhun Anggaran 203

(Rp)

Target

13.111.755.376,00

13.111.753.276, 00}

0,00

97.8567.344. 988,00

324.320.000,00

889.245.491,00
14006, 000.000,00

PEDRUCTRE R

0,00

S{E Q0 O0G,00

0,00

15, GO0 G, (3

0,00

1.000.000.000, 00

Realinami Paz 10
Now 2023

13.111.735.276,00

13.111. 75537600

03, (¢

43.3568.39T.010,00

33,301 000,043

503.696 021,00
2.673.237.320.00

10060000, D0

2,00

26 81381700

0,00

4. 173.5539,00

0,00

IT3B72.980,00

100,00

1041,00

{3,000

44,21

11,80

50,64
26,73

0,40

G, [

3,36

0,00

0,00

0.c0

37.x9

Target APBD

Tahun Anggaran
2019

(Bp|

14 250, 004, 000,00

14. 250000000, GO

0,00

§9.013.750.973,00

424 .520.000,00

1 105,257 B30,00
L §.000.000.000,00

25000000000

.00

SO QO O O

B,00
5000 006, [

0,00

1.593.165.145,00

Seliath Target
APBD TA. 2023
dan Target APBD
TA. 2024

(Rp)

1.138.244.624,00

1.138_244.624 00

0,00

9,854, 894.013,00

100, 000 CHDE, 03

216.012.339,00
1,000, QU Q000,00 .

4,00

E)

00

E)

G0

0,00

- 100000, Q00 O

£1,4H}

593.165. 145,00

Y
Salinkh
Target

APRD
TA. 3033

dan

Targwt
APHL»
TA. 2024

]|

8,68

LN

0,00

{9,035

20,81

24,24
10,4}

000

0,00

0,00

£ (K
0,00
0,00

3932

% dard

Target
APED
Tahun

Anggavan
2034 dan
Realinaal
AFBD TA
2033 per
1- Nov
F0da

i)

108,68

108,68

000

05,74

110838

219,43
411,49

250060 ,00

0.00

1864,71

.00
G0
000

A0, 12
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Pendapatan dan

~ Pengembalian
Pondapatan BLUD
. Pendapatan Hasil

~ Pengrlolaan Dana Bergulir

Pendrprtan Denide atas
Prlanggaran Peraturan
1}arrah

Pendapatan Hasil
Eksekusi atas Jaminan

-11 -

APED Tahun Anggeran 3033

(Bp)
Targnt
4.000,000 G0, 00

42.787.FI0.697.00
5000 .00 00

i 000 060 00

100 00, (00010

Realimasni

3,240,207 TRO,00
48, 459.682.213,03
0, [H

Q47 BST. 009 73

0,0

113,26

0,041

0, (3}

13,0

APBD Tahun Anggaran 2093

{Ep)
Target
F.511 495 118,00
77 35] SHS.ATC.00

25, [MHL ) 08
100K Q0000

106500 DO 000,00

Replisazl Par 10
Nav 2023

5.545.584. 945,00

14,062,759 493,06

58 USH. 2600

.00

ITRAT2 080,00

Target AFED
Tahun AnRggeran
e 20i4
IRp)
¥3a2 2 a0 GO0 000, O
44 04 T1.7049 A05.000,
143 R4 25000000 (43
FRL] 1000000 O
37,39 1.533.165.145,00

%
Selinih,
Selisih Target _Euﬁu.;
APBD TA. 2032 .0 2.,
dan Target APBD w.su
TA. 2024 oy
APBD
TA, 2024
121 H]] [
5.111.995.11R.00 (68,05
.5.641.776.379,00  |7,29
po0 000
D00 0,00
593.165.14500 5932

% fdwrl
Targmt

Tahun
Angguran
2034 dan
Heallsawi
APBD TA
30323 per

1-Hovw

2023

%
13,28
240,52
69,53

426,12



Selamjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 scbesar Rpl3.707.382.459,

Targel Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Draerah antara iain :

1} Pajak Restoran sebesar Rpl.150.000.000.
2) Pajak Penerangan Jalan scbesar Rp7.500.000.000.

3) Pajak Mineral Bukan lLogam dan  Batuan  sebesar
Rp1.500.000.000,

4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBFZ]
sebesar Rpl.938.407.459.

5] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp1.250.000.000.

bh. Reiribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rpl.258.783.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi dacrah antara lain :

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp281.520.000 dengan rincian
antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kcbersihan
sebesar Rp280.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal darl jasa layanan
keschatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain
Pendapatan Asll Daerah pada obyek Pendapatan BLUD dari
Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum
pada obyek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat
{3) yang berbunyl : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

2] Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp862.613.000 dengan rincian
antara iain :

a) Retribusi Pemakaan Kckayaan Daerah sebesar
Ep460.7563.000.

b} Retribusi  Pasar Grosir dan/fatau Pertokoan sebesar
Rp337.500.000.

3) Retribust Perizinan Tertentu scbesar Rpl14.650.000 dengan
rincian  antara lain Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
sebesar Rpl09.650.000.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang
disusun berdasarkan:

{1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampal dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan
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(2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,

sepagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan buur C.2.a.1)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januan 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januar 2023,

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan legam dan batuan beserta opsennya cfektif
rmulai berlaltu sejak tanggal 5 Jarmari 2025. Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikult:

(1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

{2} retribusi penggantian biaya cctak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013
tentang Porubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) retribusi izin gangeguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retrnibusi daerah dalam APBD
Kabupalen Pasaman Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangican
paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak dasrah
dan retribus daerah sesuail maksud Pasal 102 Undang-Undang Nemeor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2023. Selain
ilu, penelapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
memperhatikan:

{1} pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembaydran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022,

2} kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;

(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permochonan  wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
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fi). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

{ii}. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lammnva vang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan  yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

{iii]. untuk mendulung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

jiv]. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapal program prioritas Dacrah, dan/atau

iv}. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesual maksud Pasal 101 Undang-
Undang,.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Dagrah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 2023, realisasi
Pendapatan  Asli Daerah (PAD] Kabupaten Pasaman sebesar
Rpb5.097.886.210 atau 52% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah
pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rpl25.312.088.771, yang diuraikan antara lain :

1| Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp7.527 680.316 atau 60% dari
alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp12.540.582.407.

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rpl.193.053.506 atau 67%
dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpl.791.406.000,

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda fentang APBD TA. 2024, Pemenntah Kabupaten
Pasaman perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tersebut secara lebih cermnat sesuai dengan potensi nyata
yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman
mernipakan rencana Penenmaan Daerah yang terukur secara rasional
dan dapat dicapal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasill Pengelolaan Kekayaan
Dacrah vyang Dipisahkan vang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBL vang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp14.250.000.000.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penycrtaan modal Pemcerintah
Kabupaten Pasaman, maka penganggaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkal rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pasaman sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta
memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :
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1} Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2} Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sgjumlzh tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaarn dacrah dalam jangks wakiu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi vang bersangkutan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumilah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Daecrah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah secbagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk ilu, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus melakukan
antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak
menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based), atau
belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyecrtaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pazaman, mulai dari
melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan dispesal (penjualan aset] sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkart hak dan kewajiban perusahaan tersebul, dan/atau
upayva hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh fsebagian asel dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pcmerintah Kabupaten
Pasaman.

Selain  itu, Pemerintah Kabupaten Pasauman juga harus lebib
mengeleklilkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS)
ke arah peningkatan kirerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Pasaman scsuai dengan tujuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah

Penganpggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yvang Sah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
tenlang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.013.750.975,
harus mempedomarn Pasal 24 ayat {4) dan Pasal 31 ayat (4}
Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.3.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Target Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah terscbut
diuraikan antara lain ke dalam cbjek pendapatan sebagai berikut :

1] Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp424.520.000.

2] Jasa Giro sebesar Rp1.105.257.830.
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3) Pendapatan Bunga sebesar Rpl 1.000.000.000.

4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebesar Rp250.000.000.

5} Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
sebesar Rp500.000.000.

&) Pendapatan  Hasil Eksekusi atas  Jaminan  sebesar
Epl.593.165.145.

7) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.400.000.000.
8} Pendapatan BLUD sebesar Ep71.709.808.000.

Terhadap alokasi anggran Lain-lain PAD agar memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

a. Untuk pendapatan bunga atas penempatan uang dacrah
sebesar Rpll.000.000.0060, disarankan kepada Pemerintah
Kabupaten Pasaman untuk melakukan manajemen kas atas
rekening Kas Umum Pemda dengan melakukan penempatan
deposito berjangka di Bank Daerah sehingga ada kemungkinan
diperclehnya bunga deposito yang jauh lebih besar dari yang
dianggarkan saat ini.

b. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya terkait
pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari
Jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarannya ke
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah vyang bersumber dan
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentanig  APBD  Tahun  Anggaran 2024  scbesar
Rp960.414.006.410 atau 89% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, targel Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peralvran
Dacrah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jernis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rp900.173.235.000 diuraikan pada jenis pendapatan
sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan sebesar Rp823.205.520.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapalan :

a] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rpl4.579.203.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokast Umum {DAU) sebesar
RpH22.183.074.000.

c¢] Dana Transfer Khusus-Dana Alockasi Khusus (DAK] Fisik
sebesar Rp20.817.599.000.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alckasi Khusus [DAK) Non Fisik
sehesar Rp165.725.644.000.

2] Dana Desa sebesar Rp69.951.371.000.
3) Insentif Fiskal sebesar Rp6.916.344.000.
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Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Pasaman
Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten

Pazaman

Eepublik Indonesia Nomor
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Drainn Jumlah (Rp}
_ APBD 2034 Perpres 76/2023
- PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER

~ Pendapatan Transfer Pemerintzsh Pusat
_ Dang Perimbangan
_ Dhaiay Teansfer Unmum-Dans Esgi Hasll |DEH)
- DEH Pajak Bumi dan Bangunan
. DBEH PPh Pasal 21
DHH Sumher [Daya Alam (SHA) Minyak Bumi
DBENH Sumbetr Daya Alam (SDA) Pengusanaan
fanas Bum
DBH Sumber Dava Alam (S04 Mineral dan
 Batubara-Landrent
Dana Bag Hasil (DBH] Sumber Daya Alam
|3DA] Mineral dan Batubara x005f Royaley
DBH Surmber Daya Alam (SDA) Kehwtanan-
~ Prowisi Sumber Daya Hutan (FSEH)
[IBH Sumher [Dava Alam (S0A) Kehutanan-
_ [uran [zin Ussha Pemanfaatan Hutan ([TUPH)
~ OBII Sumber Daya Alam (S10A) Perikanan
Dana Tracefer Umum-Dans Alokse! T
{DAU)
Al
Duns Traneier Khusus-Dane Alokssi Khusus
. (DAK) Flatk
~ DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler PALD
~ DAK Fisik-Bidang Pendidikan -Reguler-50D
~ DAR FisikBidang Mendidikan-Feguler-SMT
[AK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SK0
DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-
~ Penugasan-Penguatan Intervensi Stuntin
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan Jalan
[AK Fink-Bidang Keschalan dan KB-Reguler-
_ Preninghatan Keainpan Sistem Keschatan
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB x005f
. Penupusau-Keluarga Berercana
[AK Fisik-Bhidang Kescharan dan KH-Heguler-
_ Penguatan Histem Keschatan
Dana Transfer Khusus-Dana Alokssi Kbusus
. [DAK) Non Fisik
~13AK Nom Fimik-B05 Reguler
~ DAK Non Fisk BOS Kinerja
~ DAK Mon Fisle-THY PNSD
- DAR Non Fisik-Tamsil Guru PHNSD
DAK Mon Fiaik-HOF Museum dan Taman
 Bugdaya-Museum
DAK Non Fisik BOKKB-Bantuan Cperasional
. Keluarga Berencang
- DAK Nan Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
~ DAK Non Fisik-PR2UMEK
~ DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PALD Reguler
- DAR Non Fislk-Dana BOSP-BOFP PALD Kinerja
DAK Mon Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetarasn
 Reguler
DAK Mot Fisik-Dang BOSP-BOP Kesetaraan
 Kinera
DAK Non Fiak-Dana BOK-BOK Dinas-BOK
- Kabupaten; Kota
DAK Nan Fisk-Dana BOR-BOK Dinas-BOK
Pengawasan Obat dan Makanan
~ DAK Non Misik-Dana HOk-HOK Puskesmas
 Dana Inkentif Daerah (DID] / Insentif Fiakal
~ Dana Dewa
_ Ipssnkif Fiakal
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Pemerintah Kabupaten Pasaman agar menvesuaikan kembali
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani
alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomam
Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Anlar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar RpbH0.240.771.410,
vang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bag
Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Pasaman Tahun
Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 sebapaimana diamanatkan butir C.2.5.5b] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

C. Kebijakan Belanja Daegrah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.163.527.265.870.

Penyediaan alokas: belanja daerah tersebut meliputi semma pengeluaran
dari RKUD yang tidak periu diterima kembali cleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ckuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 [saru) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayvanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
mintmal vang ditetapkan oleh pemenntah pusat yvang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemeriniahan wajib yang Udak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pillhan  setelah  mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wafib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapalan sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir 3.1, Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesual dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman cntang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl1.163.527.265.870 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :
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Tabel 4

Belanja Daerah

URAIAN

' BELANJA DAERAH
' BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan .Jasa

: Betanja Hibah

BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dant Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

 Belanja Madal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya
BELANJA TIDAHK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga

JUMLAH (Rp)

930.626.779.221

S83.335.282.302
J03.388.681.984
43.902.814.935
85.574.498.304
24 508.737.572
26.234.232.129
28.231.680.6032

3.424.040.000

3.155.808.000
4.500.000.000
4.500.600.000

142.825.988.345
1.496.616.545
141.329.371.800
1.163.527.265.870

' BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
" Jumlah Belanja

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasl anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM  sebagairmmana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tcntang Standar Pelayanan Minimal, sebagal
berikut :

a. 3PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Rp38.529.041.433 atau 9,41% dari total belanja Urusan
Femerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp409.377.104.911.
Alokasi anggaran untuk bclanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegnalan sebagai berikut :

1] Kegiatan Pengeiolaan Pendidikan Sekolah  Dasar sebesar
Rp21.883.061.833, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemcnuhan dan
pencapalan :

a) standar satuan Pendidikan, meliputl standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilajan.

bj Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sckolah
Dasar.

¢} Pemmenuhan kuzlitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sckolah
Dasar.
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3]

4)
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fil Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

Kegiatan  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar RpH.008.224.900 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proscs, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Menengah Pertama.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

d] Pemenuhan kualitaz dan pemerataan layanan  Sekolah
Menengah Pertama.

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

] Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi

sehesar  Rp7.083.754.700, agar  ditingkatkan  alokasi

anggarannya serta  diprnorttaskan  penggunaannya untuk

menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaiarn.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

¢} Pemenuban kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
¢ Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nenformal/Kesetaraan sebesar
Rp3.554.000.000 ager ditingkatkan alokasi anggarannya serta
dipricritaskan penggunaannya uniuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, melipud standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Pakel A,
Paket B, dan Paket C).

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Paket A, Paket B, dan Paket C).

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B,
dan Pakct ).

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A,
Paket B, dan Paket CJ.
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fi Pemcnuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket
A, Paket B, dan Paket Cj.

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
[PAUD], pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
sebagal bagian dart cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan vang wajib  disediakan oleh pemerintah  daerah
schagaimana diatur dalam Peraturan Mentenn Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1} Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp2.807.180.300,
agar ditingkatkanalckasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas,
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi saluan
pendidikan yvang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas
seria kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan
tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2] Sub kegiatan Pengembangan Karnr Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rpl07.569.800 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupl untuk menjarmin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana [S1); dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Batuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (B-1V] atau Sarjana {$1), berasal dari
guru, memilikt sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
mansajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atan sertihikal guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢) Kualitas Pengawas Sekolah memilild kualifikasi akademik
paling rendah Diplema empat (D-TV] atau Barjana ({31,
berasal dari gura, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatiban calon kepala
sekolali alau sertifikat puru penggerak, pada seliap Batuan
Pendidikan.

d) Kualilas lenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

3} Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rpl1.195.650.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya vang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
yvakni guru kelas, guru mata pelajaran, dap guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas scerta kebutuhan Tenaga Kependidikan
vakni kepala sekolah dan tenags penunjang lainnya pada setiap
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Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Pengembangan Kkarir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp226.275.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya vang mencukupi untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat {D-IV) atau Sarjana ([S1} serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

by Kualitas Kepala Sckolah memiliki kuatlifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV] atau Sarjana [51), berasal dari
guru, memiliki sertibkat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 [dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kecpala sekolah
atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-IV] atau Barjana (S1),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat puru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d] Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagl Satuan PAUD sebesar Rpl.200.64%9 800, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupl untuk menjamin
tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yvakni kepala satuan pendidikan anak usia
dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Kegiatan Pengembangan Karr Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
schesar Rp85.904.900, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yvang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Analk Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat {DIV] atau Sarjana
{31} bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dim memiliki
kualifikasi berasal dan guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun,
dan memiliki surat tanda lamat pendidikan dan pelatthan
calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

o) Kualitas pengawas sckolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (D-1V) atau Sarjana (5-1}
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memilikt surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
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d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat {D-IV) atau Sarjana (S-1J.

7} Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar RpO
atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi
anggaran pada sub kegiatan tersebut wuntuk menjamin
tersedianya Pendidik yakmi tutor pendidikan kesetaraan dan
tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan,
penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan
Pendidikan sebagzimana diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8] Sub kegiatan Penpgembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
sebesar Rp0 ateu belum dianggarkan, harus disediakan alckasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memihki kualifitkasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
(51} sesuai dengan rumpun uUmu atau bidang ilmu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat ({D-TV)
atau Sarjana (S1), pada setiap SBatuan Pendidikan.

c] Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat {D-IV} atau Sarjana (31) pada setiap satuan
pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memihki ijazsh
SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus dipricritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdin dari:

1] 100% warga negara usia -6 tahun vang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dimni.

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3] 100%warga negara usia 7-18 tahun vang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudavaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Keschatan  scbesar
Rp3.288.402.900 atau 2,46% dari total belanja Dinas Keschatan
schesar RKpl33d.766.910.114 harus  ditingkatkan  alokas:
anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersilat
peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi
mutu pelayanan setiap jenis pelayvanan dasar pada SPM bidang
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Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Tcknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai
berikout :

1)

2)

3)

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
sebesar Rp778.825.500 harus ditingkatkan alokasi
angparannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tctanus Difteri {Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan bulku KlA.

b) Menjamin kelersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

{1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan {(K4).

2] Standar kualias vakni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus
uteri), penentuarl Presentasl Janin dan Denvut Jantung
Janin ([3JJ), pembertan imunisasi sesuai dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
temnu wicara [konseling).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
sebesar Rp269.785.000, harus ditingkatkan anggarannya dan
dipneritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a] Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
1bu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersedizan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawsat.

¢l Menjamin teriaksananya pelayanan  persalinan  scsuai
standar meliputi persalinan normal dan perzalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
scbesar Rpl11.560.000 harus ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi serta dipricritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk

a) Menjamin ketersedisan vaksin hepatitis B0, wvitamin Kl
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

b] Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

c)] Menjamin terlaksananva Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar melputi :

{1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali
selama periode neonatal




4)

3]

S35,

2] Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat
lahir [(0-6& jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir (& jam - 28 hari}.

Sub Kegiatan Pengeiolaan Pelayanan Keschatan Balita menjadi
sebesar Rp619.909.500 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serta dipriontaskan atokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP] atau instrumen standar lain yang
berlakua, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

b] Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter,
atay bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi  tertentu
seperti guru paud dan kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
(-59 bulan sesuai standar meliputi :

(1} Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan
keschatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-59  bulan, pemantanan perkembangan balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunizasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

(2] Pelayanan kesehatan balita sakat yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu  balita
sakit {(MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp600.370.000 harus ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan buku rapor keschatanku, buku
pemantavan  kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yalni dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehalan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

¢) Menjamin terlaksananya pelayanan  kesehatan usia
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sckolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :
(1) Skrining kesehatan yakni penilaian stalus gizi, penilaian

tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera
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7)
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(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif sebesar Rpl164.330.000 harus ditingkatkan alokasi
anggaran yang rmencukupi serta dipricritaskan alokasi anggaran
pada sub kepiatan tersebut untuk :

a)

b}

Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alai ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohoel, KIT TWA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyurakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi ©

{1} Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

{2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yvakni Pengulkuran tinggi badan, herat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilalku berisiko.

(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penvuluhan
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan pada Usia
Lanjut sebesar Rp223.120.000 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al

b)

d)

Menjamin ketersediaan pedoman dan mecdia KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (31 PTM).

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta tenaga non kesehalan terlatih atan mempunyal
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produlktif
sesuai standar meliputi :

t1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

2] Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tinggl badan, berat badan
dan lingkar perut, pengukuran  tekanan  darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku bensiko.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
keschatan.
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9)

i

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pendenta
Hipertensi Rp64.985.90C, harus ditingkatkan angparan yang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan f[ormulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b] Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masvarakat.

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi:

1] Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Keschatan.

(2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan
mirnum obat

{3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rp68.460.500, harus ditingkatkan
anggaran vang mencukum serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

bl Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

¢) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan scsuai standar yang
meliputi :

(1) Pengukuran pula darah dilakukan minimal satu kah
sebulan di [asilitas pelayanan kesehatan

{2} Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrnisi
{3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Beral sebesar Rp61.090.000, harus
ditingkatkan anggaran vang mencukupi dan diprioritaskan
alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin  ketersediaan Buku  Pedoman  Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ I} atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

b} Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

¢] Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
meliputi:

{1} Pemeriksaan kesehatan jiwa vakni pcmeriksaan status
mental dan wawancara.

(2} Edukasi.
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(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
scbulan di fasilitas pclayanan kesehatan.

(4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelclaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp375.200.000 harne ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan media KIE (leailet, lembar balik,
poster, banner], reagen Zn TB, masker jenis rumah tanpgga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai
{Gil emersi, Ether alkochol lampu spirtus/bunsen, ose/lidy),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar opcrasicnal
prosedur.

Menjamin keterscdiaan tenaga keschatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atan
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik {ATLM], penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serla tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyal kualifikasi tertentu
antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
sesuai standar bagi crang terduga TBC meliputi :

(1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kalf
datam setahun, adalah pemneriksaan gejala dan tanda.

(2] Pemeriksaan penunjang vyakni pemeriksaan dahak
dan/alau baktericlogis dan/atau radiologis.

(3] Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risike Terinfeksi HIV sebesar Rp50.702.500, harus ditingkatkan
alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

al

b

Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV {RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor [asilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomor KTP/NIK.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
keiamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tlenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mermpunyal kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
pernjangkauan.

Menjamin  terlaksananya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risike terinfeksi HIV sesual
standar meliputi

(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2] Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun




-39 .

i3] Melakukan nijukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1] 100% ibu harmil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3} 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

o3} 100% warga ncgara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

&) 100% warga negara usia produlttif yang mendapatkan layanan
kesehatan.

7) 100% warga negara usiz lanjut yang mendapatkan layanan
kesehatan.

&) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan.

Q) 100% warga negara penderita diabetes mellitus  vang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlavani
kesehatan

11} 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12) 100% warga ncgara dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan  daya teshan  tubuh  manusia  {Human
Immunodcficicncy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Pukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum
iersedia secara memadal dengan mlal yang masih minim dan tidak
Jjelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100%
SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemeriniah Kabupaten
Pasaman harus memprioritaskan terlebih dahulu alokas! anggaran
untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajfib terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal {SPM] Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalum
pasal 45 ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 serta
mengallhkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Daergh Kabupaten Pasaman tentang
APBD Tahun Anggarun 2024 dalam rangka pemenuhan SPM
tersebut.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk hbelanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Rpl1.850.697.400 atau 1,28% dar total belanja urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang  sebesar
Rp44.952.028.264. Alokasi anggaran uniuk belanja SPM tersebut
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harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap
tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penenma
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kecglatan
sebagai berilaut :

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air
Minum  (SPAM) d1  Daerah  Kabupaten/Kota  sehesar
Rp1.375.118.000 harus ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakm Rumah
Tangga terutama masyarakat miskin atan tidak mampu dan
berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalu
sisterm penyediaan 4ir minar.

2) Kegatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Dormestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp575.579.400 harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan
diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang

terdiri darn :

1} 100% warga negara yang memperolch kebutuhan pokek air
minum sehari-har.

2} 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteni Pekerjaan Umum dan Perumahan Raloyat Nomear
26/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dukungan alokast anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang belum tersedia secara memadai dengan nilai yang
masih minim dan fidak jelas pembagian alokast anggaran uniuk
masing-masing target 100% SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dimaksud., [niuk iy, Pemenntah Kabupaten
Pasaman harus memprioritaskan terlebth dahulu alokast anggaran
untuk pendanaan pelaksanaan Urisan Pemenntahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal {SPM) Bidang Pekerjman Umum dan Penataan Ruang
sebagaimang ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5} Peraturan
Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalthkan alokasi
Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas padce KRancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD  Tahun
Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut,

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp247.589.660 atau 1,63% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  sebesar
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Rp15.229.623.384 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, harus ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagal
berikut  sebagaimana  diamanatkan dalam  Peraturan  Menten
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer
29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1} Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp56.000.000, harus ditingkatkan alokasi angpgarannya yang
mencukupi  untuk menjamin  terlaksananya Identiflikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan
potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban
bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi
penerima layanan SPM yakni Rumah tanpga Korban Bencana
Alamm atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.

2] Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
sebesar Rp26.000.000, harus ditingkatkan alokasi anggarannya
yvang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi
Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada
masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga
untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni
Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relekasi
Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi
untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3) Kegraian Pembangunan dan Rehabilitast Rumah Korban
Bencana atau Relokas:i Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp35.000.000, harus ditingkatkan alockasi anggarannya vang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a}] Rehalnlitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota  melaln tahapan pembentukan tim
pendamping/  fasilitator,  pelatihan  fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitast rumah.

bj Pembanpunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

c} Pembanpgunan baru/reilokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan {asilitasi penyedisan
rumah layak huni, pembangunan ramah khusus + PSU.

4] Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Kerban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp26.000.000, harus ditingkatkan alokasi anggaran yang
memadai untuk  menjamin terlaksananya  Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Secrah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokas Program Kabupaten /Kota.




Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 8SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten /kota yang terdiri dar :

1y 100% warga negara Korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2] 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemeriniah daerah kabupaten/kota yang mempercleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak buni,

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjzan Umum dan Perumahan Rakyat Nomaor
29 Tahun 2018,

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyaf
dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadal dengan
nilai yang masth minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran
untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Perumahan Rakyat
dun Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi
anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemenntahan Wajib
terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Mirimal (SPM) Bidang Perumahan Rakya! dan Kawasan
Permukiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan
alokasi Belanja Hibah, Belanja Perfalanan Dinas pada
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APED
Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

S5PM Trantibumlinmas

1} Alokasi anggaran untuk belanja 5PM  Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rp318.645.200 atau 7,82% dari total
belarya SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar
Rp4.075.009.064. Alokasi anggaran unluk belanja SPM Llersebut
untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan
pengangegaran dan alokasi anggaran tersebul diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negert
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaknii :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kola sebesar Rp0O atau belum dianggarkan,
harua disediakan alckasi anggaran yang memadal dan
mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan
penyusunan kajian risiko  bencana dan  melakukan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE} Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rpl93.582.200, harus ditingkatkan
alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan
untuk melakukan penyusunan rencana pehanggulangan
bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan
pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap
bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana
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prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penycdiaan
peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

¢] Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rpl123.063.000, harus ditingkatkan
alokasi anggaranmnya serta diprioritaskan untuk
melaksanakan  respon cepat  kejadian  luar  biasa
penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat
bencana, aktivasi sistem komande penanganan darurat
bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rp455.825.100 atau 6,85%
dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rp6.651.154.910. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagali berikut, serta harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dajam
peryusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesual sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota, yakni :

a) HKegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penvelamatan, dan Penanpganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp437.551.000, harus ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat
{Response Time| penangpgulangan kejadian kebakaran,
layanan  pelaksanaan pemadaman dan pengendalian
kcbakaran, serta layvanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

b Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rpl8.274.100, harus ditingkatkan
alokasi anggarannya yvang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pendataan, mspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

¢] Keglatan Penyelenggaraan Operasi  Pencarian  dan
Pertolongan Terhadap Kondist Membahayakan Manusia
sebesar Rp0O atau belum diangparkan, harus disediakan
alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakararn.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan  Kelentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rp28.744 800 atau 0,43% dan total bhelanja Satuan Palisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar
Rpb.651.154.910. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikul, seria harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
peinyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus scsual secbagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, yakni :
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al Kegatan  Penanganan  Gangguan  Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu} Dacrah Kabupaten/Koty
sebesar sebesar Rp28.744 800, harus ditingkatkan alokasi
angparannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk
Penyvusunan SOP Ketertiban Umum dan  Kelenteraman
Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kelentraman dan ketertiban Umum, Peningkalan
Kapasitas 3DM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bemuansa Hak Asayi Manusia serta pelayanan
yang terkena dampak gangguan Trantibum akibal penegakan
hulkum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

bl Rkegiatan Pembinaan Penwvidik Pegawai Negen Sipil [PPNS)
kabupaten/kota sebesar Rpl atau belum dianggarkan,
harus disediakan alokasi anggarannya yvang mencukupi
untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkalkan alokasi anggarannya yang memadal dan
diprioritaskan untuk Penyusunan S0P Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakal, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasaranaz ketentraman dan ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan  Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelavanan yvang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk  memenuhi indikator SPM
Tranubumlinmas untukKabupaten /keta yaitu:

1] 100% warga negara vang mempereoleh layanan akibal dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara yang memperoleh lavanan informasi rawan
bencana.

3] 100%warga negara yvang memperoleh layvanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
cevakuasi korban bencana.

5} 100%warga negara yang memperoleh layanan penycelamatan dan
evakuast korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12! Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanzn Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban  Umum di Provinsi/Kabupaten/kota  dan
kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Trantibumiinmas
helum tersedia secara memadal dengan nilal ywing masih minim dan
ndouk jelas pembagian alokast anggaran untuk masing-masing target
100% SPM Bidang Trantibumlinmas dimaksud. (nituk itu, Pemenntah
Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan terlebih dahulu alokast
angguran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
terkait  Pelayanan Dasar dalam  rangka pemenuhan  Standar
Pelagunun  Minimal (SPM] Bidang Trantibumlinmuas  sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 49 ayat {5) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja
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Perjalanan Dinas pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman lentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalaum rangka
pemenvhan SPM tersebut.

SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rpl00.576.400
atau 2,85% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang
melaksanakan urusan sosial sebesar Rp3.526.111.033. Alokasi
anggaran untuk belanja $PM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya
secara signifikan dan menjadi pnoritas dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesua
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik
Indortesia Nomor @ Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial d4i Daerah
Provinsi Dan di Daerah Kabupaten /Kota, yakni :

1} Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, secrta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar
Rp84.080.400, harus ditingkatkan alokasi anggarannya sccara
signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan
dasar yang dibcrikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengermnis di Luar Panti Sosial berupa :

a] Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

bj Lavanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuh: kebutuhan
dasarnva.

¢) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
vang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupatenj/kota
dan/atau pusat Kkesejahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya

d)] Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 (tujuh] hari, sandang, alat bantu,
perbekalan keschatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta pgelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembualan Nomor
induk kependudukan, akta kclahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan




-15-

dasar, penelusuran  keluarga, reunifikasi  dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2} hegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota scbesar Rpl6.496 000, harus ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjarun terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penvandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemnis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a] Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yvang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang. tempal penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan  kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagl kelempck rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus dipricritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial untuk kabupaten/kota yang terdin dan

1) 100% warga negara penyvandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2) 100" warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti,

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4} 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5} 100" warga negara KkKorban bencana yang memperoleh
periindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelavanan Dasar Pada Standar Pelavanan Minimal Bidang
Sosial di  Dacrah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daecrah
Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran uniuk SPM Bidang Sosial belum tersediu
secara memadal dengan nilui yang rmasih minim dan tidak jelas
pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM
Bidang Sosial dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman
harus memprionitaskan ilerlebih dahulu alokasi anggaran untuk
pendanaan  pelaksanaun Urusan Pemenntahan Wajib  terkait
Peluyanan Dasar dalam rungka pemenuhan Standar Pelayanon
Minirnal (SPM) Bidanyg Sosial sebagaimana diteguskan dalam pasal 49
ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor [2 Tahun 2019 sertq
mengalihkan alokasi Belanja Hikah, Belanja Perjalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaien Pasaman tenlarig
APBD Tahun Anggarun 2024 dalam rangka pemenuhan SPM
tersebut.
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2. Dukungan Alckasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercanium
dalam Peraturan Menten Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rencana Kernja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Palam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten
Pasaman telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut -
Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan Nasiocnal Tahun

2024
Raslo Terbhadap
APBD 2024
No Prioritas Naslonal Belenjn Dacrah
| (Bp) (%)
Memperkuat Ketahanan Fleomotma urtiuk
L Fertumbuhar vang Berkualitas dan Berkeacdilan 1GH. 736,470,025 17.08
(PN
Mengembangkian Wilayah untuk  Mengurang: o
2 Kesenjangan dan Menpamin Pemerataan |Ph2) 152.:93.800 0.01
Meninghatkuan Sumber Daya Manusia . - _ _
3 _ Berkuaiitas dan Herdaya Saing [PN3) _ 691.748.382.506 3943
1 E:::::um Mermial o Pembangunan Rehudayaan 17,637 467 951 151
" Memperkuat Infrastruktur untuk  Mendukung '
R Pengembangan kEkenomi dan Pelayvanan [Dawer ALL63 ] W58 5,21
(PN3) .
Membangun Lingkungan Hidup Meneighat kan A
" . Ketahanan Bencana dan Perubahan [khim (PN 15331004266 _ $ 32
Memperkunt Statalitas Politikk Hukum Pertahanan
7 dan  Keamanon  dan Transformas Pelovanan 179 283 751046 1541
~ Publik {PNT) _
Jumish Alokssi Anggaran dalam APBD 1.163.527.265.870 100,00
Total Belanja Daernh 1.163.527.265.870

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahup
2023 sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan kebijakan
pemerintah pusat sesuail maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyvusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemelaan vang jelas dari
kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahup 2023 dengan
Program Pricritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikalor Kegiatan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Lmtuk ttu Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mempertahankan secara
terus menerus dan Konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisusi
prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjuinya, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyvusunan RKP Tahun 2024
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Walal
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, vaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras vang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilinu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri
dan talenia global,
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b, Pembangunan Infrastruktur, melanjulkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatlan
nilail tambah perckonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulas, menyederhanakan scgala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omriibus Law, terutama menerbitkan 2 {dual
Undang-Undang vaitu Undang-Undang mengenai Cipta kena dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penvederhanaan Birokrasi, memproritaskan investasi  untuk
penciptaan lapangan kena, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transforrmasi FEkonorni, melakukan transformas: ekonomi  dan
kelergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modernt yang mempunyal nilal tambah tinggl bagl Kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemcrintah
Kabupaten Pasaman Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendulkung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh)
pricritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, scbagai
benkutl :

Tabel &
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pernenintah Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan
Provins: Sumatera Barat
Rasio Terhadap

Mo Prioritas Provissd AFBD 2024 Belanjs Dacrah
| (Ry) %)

Meningkatkan Humber daya manusia berakhlak - — -

1. mulia, sehal, unggul dun berdaya saing | (A5 AGHDAT LH2 0.05
Meningkatkain lala kehiduparne wonial

2. kemasyvarawatun  berdasarkan falsulah Adat 45 682352 155 0,06
Basandi Syvara’  Hyara' Basandi Kitabullah _
Meningkatkan nla tambah  dan prxduklftas .

3 _ pertarian, perkebunan. peternakan dan penkanan 28 803,518 192 ) 0.00
Meningkatkar: usaha perdagangan dan nduste - -

* kecil/ menengiah seria ckonomi berbasis diptal ) L 79 A2 074 0.02
Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing

> ~ kepaniwisabiuin ) Bh2.506.000 0.0%
Meningkatkan  Pembangunan  Infrastrukiar  yang e -

©- _ berkeadilon dun berkelanjutan ) f2.90.3.656.762 _ 0.00
Meningkatkon kualitas tata keiola penvelenggaraan

i pemerintaban doerah yvang bersih. akuntabel serta 02 kG #4973 525 0,22
berkualitus ] _
Jumlah Alokasl Anggaran dalam APBD 1.163.527.268.8'70 104,00
Total Belanja Duerah 1.163.537.265.8TD

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
sechingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada
rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
sesual dengan Peraturan Gubernur Sumatera Baral Nomor 18 Tahwun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024.
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Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mempertahankan secard
teris menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi

kebijgkan Pemerintah Kabupaten Pasuman dengan prioritas prouvinst
Tahun 2024,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan
Prinritas Pemerinlah Kabupaten Pasaman Tahun 2024,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan anggaran
Belanja Daecrah  berdasarkan  Prioritas Dacrah tahun 2024 vang
diuraikan dalam Tabe] 7 sebagai berikut :
Tabel 7
Alokasi Anggaran Pernerinlah Kabupaten Pasaman
berdasarkan Prigritas Daerah Tahun 2024

Rasio Terbadap
APBD 2014
Mo Prioritas Duerah Belanja Daerah .
_ (Rp} _ (%]

Meogintegramkan Nuai-Nila: Keagamaun kedalam

1.  Hegiatan Pemerintahan dan Kehidupan JH. 194 601 501 e
Masyarakat

¥ Meninghatkan Peran Tokoh Adar Dalam 7483 365700 & fad

HPelestanan Adat Tstipdar an Hudaya _

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Dava Manuwa 20.THY 646 040 2,50
Meninghatkan kualitas Gueu dan Sarana
Pragarana Pendidikan Serta Wajib Belaar 12
Tahun Melalui Pendidikun Ciratis Dan Heasiswa

 berpreatasi
Peiavanan kesehatan vung berkualilas melalul

- jaminan keschatan musvarakat, pentingkatan
saTana fdan prasarand keachatan sema
keburuhan medis dan paramedis.

Meninghitkan ketersedinan sarana da
prasarona infrastrukiur dan informatiko vang
memuddin. merata, dan proforsiomal leratlama

_ pada kecamatan vang muasih mimm o nfrastrubeur
Pengelilaan dan pemanfaalan sumber diva alam
vang berkelanjitan berbasis keanfan lokal serta
PCOAnEgnan benctd Yang tepat wartu,

terkoordinic dan bepal guna
Peningkiton Taral Perekonomaan Mosyarakat
Antara Lain Metaluy Pengembangan Kawasan
Ekonomi Jesuat Potens Wiayvah,
Menumbuhkembangkan UMEKM. Pemingkatan
Frodukm THan Produakbivitas Pertaman,

_ Perkebunan, Dan Perikanan
Fenpembangan paniwisata vang berwiwasan
lingkungan dengan memaksimalkan potensi
winila e, fasilitas infrastrukiur panwisata

_dan peningkaran perin seTta masyaralal

10 Reformusi Bitvkrias dulwm Pemerintahan _ 306 138 446 986 ) 26,3

Jumish Alokew] Anggaran dalam APBDY 1.163.527.368.870 100,00

Total Belangs Ducrah . 1.163.537.365.870

417.VEISER.TOA A3491

249969 182 K50 21,494

O3 504 316 86K 346

11.895 339 594 P02

A0.A03 400 266 A9

B62 06, 000 0.o7

Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Pasaman tentang APBD Tahun
2024 sudah selaras dengan Pricntas Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasaman sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024, sehinpgga sudah terhhat alokasi anggaran yang jelas
dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan
Daerah sesual dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun
2024.
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Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Pasaman agar memperighankan dan
konsisten dengon hasil penyajian tabel Prioritas Pembarngunan Daerah
berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah vang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya lelah ditetapkan sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi

anggaran untuk

fungsi

pendidikan

schesar

Epd27.8682 823.090 atau 36,77% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Epl.163.527.265.870, dengan uraian perhitungan Tabel

sebagai berikut :

Tabel &

Alokasi Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan

_- w. Urnaan Bidang Pendidikan:
_ 11 Belanja Operasi;

A. belan)a pegawai;

b. elanje barang dan jasa;
€. belanju hibah;

d. belanja bantuan sosial.

~ 2) Brlanjs Modal;
_ b. Urusan Bidang Kebodayann:
1) Belanja Cperasi:

g. helanja prEawal;

tr. telanje barang dar jasa;
. belanjs hitmh;

d. belanja bantuan sesial,

" 2] Belanja Modad;

c. Urusan Bidang Prrpusteiaen:

" 1) Belanga Operasi:

a. belanja pegawai:

h. belanja haraog dan jasa;
c. belanja hibah;

d. belama bantuan sosal

2] Belanju Modal, )
d. Urnsan Bidang Kepamudasan dan
_ Olahraga:

1] Belanja Operasi:
a, belanjs pegawal;
b belanye barang dan jasa:
c. belanja hibah;
d. belanya bantuan sosil.

2| Belanja Modal;

&. Belanja di luar Uroean
Pexdidikan, rosan Kebudaysan,
Urupan Fearpostelaen dan Urusan
Kepomndean dan Olsheaga yang
mennnjang kebutuban masyaralket

Al bidang Pendidilean, aneara lain:
1} Belanja Transfer:

Belanjs bantuaty Keuangan
Kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

' 2y Jub Kegiatan Pelaksanaan

Kelnjakan, Evaluasi, dan Capaian
Kinerju Terkait Kesejahiteraan Sogial

_ pada Sekretariat Daerah

Helana Hibah
Belanja Beasiawa

' Anggacan Fungsl Pendldikan
iathrgede)

Total Belanjn Daarah

Romio anggaman pendidikan {2:3| x
1A

AFRD 2023

3432.190.525.194
315.532,156.044

265134 7RO 044

40.005.076.000
10.392,300.000
0
26 658 369,150
1.437.302.200

1,131,k 200

o

1.031. 302,206

LO0.000.000
0

KILIRULURE S

164.830.T00

164, 230700

0

(64,530,700

o

¢

o

T.437.607.4350

5.341.332.450
0

1.041.352.450

4 500,000,000

4

1.896.255.000

12.191.100.000

7.755.000.000

7755 K. K

4,436, 100, 0}

3581, 100,000
B55.000.000

363.421.365.543

1.144.332.999.37T

31.76

Jumlah [Rp)

AFBD 1024

409.377.104.911
360420285999

30 520 598,502

49.155.387.007
10.744,300.000

}

IG5HEIEM12

6.513.904 400

b1 16.329.400

o

B.116,3269,400
o

1]

297.575.000

500.004.900

$00.008.900

1]

S(HIL00%,900
o

1]

0

2379004884

29TY.004.8R8

1]

1.829.004 888
1.150.000.000

o

200.000.000

8.312.800.000

3313 800000

B.312.800G.000

437.582.833.09%

1.163.597.265.870
36,77

Aelixlh
57.186.579.717
S3AR8.129.955
44 3B5B15.548
Q15031 ] {H17
352,000,000
0
13.298.449.762
A.076.602.200
4 UHS (T AM)
a
5.083.027 200
{100,000 900
o
915754
335.178.200
3351 78.200)
0
335.17E, 201}
)
o
1}

[4.255.602.562)

[2.562.347_5622)

0

787 652.438

(3.350.000.000)
0

(1.696.255.00Q]
13.878.300.000)

557800000

3537 . 800 0033

{4,436, 100.000)

{3.581.100.000)
[855.000.000)

& 04061457558

19.194.266.493
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Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% {dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 avat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pocndanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yvang menegaskan bahwa
dalam rangks peningkatan pelayvanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tzahun
2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus kensisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
30% (dua puluh persen| dari total Belanja Dacrah sesual amanat
dalam Pasal 49 ayat |1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan
Pasal 81 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yvang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harpga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan olch Bupati
Pasaman sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut dialas
sclain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan, meliputi:

1| standar isi.

2) standar proses.

3) standar kompetensi lulusan.

4] standar pendidik dan tenaga kependidikan.

o) standar sarana dan prasarang.

6] standar pengelolaan.

7} standar pembiayaan.

8] standar penilaian pendidikan

Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rpl3¢.011.6591.517 atau 18,02% dari total belanja daerah di luar
gayi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp771.397.134.503.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  secara  konsisten  dan
berkesinambungan harms mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM
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bidanpg kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan keschatan dan
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggl-tingginva
antara lain:

1] dalam rangka peningkatan pelayvanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Keschatan secara memadal
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) alckasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
5PM bidang kesehatan.

3) prioritas Iidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a} penguatan promosi kesehalan dan deteksi dini penyakit;

b) pcningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d] pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

¢} penguatan jejaring layanan primer; dan

i penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang keschatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar konsisten dan tidak
menurunkan jumlah alokasi unggaran untuk fungst kesehatan dalamn
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Algkasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyedizan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
[pendek dan sangat pendek] pada anak baduta, penurunan
prevalensi kckurangan funder weight] pada anak balita dan
menurunnya prevalensi wasting (kurus} anak balita sebesar
Rp5.200.347.100 atau 3,75% dari total anggaran kesehatan sebesar
Rpl70.680.314.811.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting
sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya
mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum
terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang
terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
sosial, wurusan kependudukan dan catatan  sipil, urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, wurusan
pemberdayaan masyvarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelaulan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran wuntuk penanganan stunting sebesar
Rp5.209.347.100. Untuk itu, Kabupaten Pasaman agar melampirkan
alokas] anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan
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dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran
prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2
tahun dan kelompok sasaran peniing lainnya yakni anak dibawah 5
tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan  remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:

(1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberizn suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

(2]. kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

{3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan mempricritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayl dan balita pada Dinas Keschatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusarn
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanazn, dan urusan lainnya sesuai dengan
kecbijakan peraturan perundang-undangar.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen)
dari total belanja APBD diluar belanja bagl hasil dan/atau transfer
kecpada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa yang terdirl dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l1.c. Lampiran Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomaor 15 Tahun 2023,

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman teniang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp277.041.581.439 atau 27,14% dari total
belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa sebesar Rp1.020.7(01,277.525, dengan rincian
pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumlah (Rp|

Komponen Perhitungun APHD 2023 ' AFBD 2024 _ Selisih

Gelanja bagi hasl den/ateu transfer
kepada daergh dan/ atsu desa;

S
T

c

helanja bagi hasil ) 1.429.6T6.501 1,496 616 543 66.939.954
Leariluian Hellangan 112502, 186 000 141,329 371 .B00 Q. 427 1RS.HOD .
jumah A+l 114.331.862.59] Fd B URK 545 28194125754
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pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman
antara lain tercantum pada :

1} Kegialan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar
Rpl.525.360.000;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
schesar Rp172.000.000);

3y Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp90.773.200;

Belurm memenuh! alckasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu
sekurang-kurangnya 0,75% (nol kema tujub pulub lima persen]) dari
total belanja daerah, sebagaimana dilegaskan dalam butir E.2.4.2|b)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji
dan tunjangan pada SKPD Inspecktorat, sebagaimana maksud butir
£.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 dan Surat Menteri Dalam Negern Nomor V00.1.1/8737/8J
tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Uniuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mengupagakan
dalam mengalokasikan anggaran urtuk penguatan pembinaan dan
penguwasan  pada Inspektorat  Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman, sekurang-kurangnya 1% {satu persen) dari total belanja
daerah dalom Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan
anggaran pengawasan scsuai  dengan  kewenangannya  dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, untuk mendanal program dan kegiatan
pembinaan dan pengawasan, meliputi .

1} Kegiatan pengawasan, yaitu :

a) Pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kritenia yang
ditetapkan olch pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

b} Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keunangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah  Daeragh, Rancangan akhir rencana kera
perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

¢} Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d} Reviu Laporan Keuangan;

e] Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputl Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentit, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

[ Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta wali kota dan wakil wall kota serentak Tahun
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2024, Pemenntah Daerah perlu meningkatkan pengawasan
atas pemberian hibah, bantuan scsial, dan bantuan
pemerintah  lainnya, termasuk memastikan  banluan
keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat
sasaran dan berbasis output sesual dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.

g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
Intcgritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pclaksanaan
survel penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformmasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birckrasi, Capalan aksi pencegahan korupsi vang
dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikocrdinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan lar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lamjut hasil
pemeriksaan APIP.

2] Peningkatan kapabhilitas APIF meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajermnen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelaunhan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP.

3} Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢ Lampiran Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah
Kabupalen Pasaman menjadi sebesar Rp771.294.500 atau 0,07%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang
dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manuia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.

Pemerintah Kabupaten Pasaman belum memenuhi alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,
paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalamn Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam bulir E.2.¢ Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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Untuk itu Pemenntah Kabupaten Pasaman harus mengupagakan
dalam mengalokasikan  anggaran untuk memenuhi  kebutuhan
terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah
Dacrah dalam APBD TA 2023 dan diatokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelathan tekmis dan fungsional danj/atau
Kepemimpinan  Pemerintahan Dalam  Negeri, pengembangan
kompelensi teknis, sebagaimana amanat keleniuan peraturan
perundang-undangan.

2] Penyelenggaraan uji kompetensi pemenntahan dalam rangka
scrtifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Neger dan Peraluran Mentlen Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang hompetensi Pemermtahan,

[alam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penvelenggara Pemerintah pada Kabupaten Pasaman
dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi
perhitungan terscbut di atas. maka Pemerintah Kabupaten
Pasaman tidak diperkenankan mengurang besaran persentase
alokasi  anggaran  dimaksud pada Tahun Anggaran 2023
sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menter Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023.

B, Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut

a.

Iz,

Pemmerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan anggaran dalam
rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesgjahteraan Keluarga (TP-PKK)] Kabupaten
Pasaman sebesar RpR39.600.000 alau 0,07% dam Total Belanja
Daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesctaraan Gender (KGJ dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Pasaman agar mengalokasikan anggaran
dalam rangka dulkungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keiluarga [TP-PKK)
Kabupaten Pasaman dalam Rancangan Peraturan Dacrah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalut
program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dacrah.,

Pemerintah  Kabupaten Pasaman harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran yang memadal terhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PRKK sebagaimana yang
ditcgaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomnor 15 Tahun 2023,

Penvediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan elektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah [FORKOPIMDA]
kabupaten Pasaman schagal pelaksanaan urusan pemerintahan
umum  yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kata di wilayah
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kerja masing-masing sebesar Rp1.396.946.400 atau 0,12% dari total
Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perurnusan
Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus Kkonsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadal
scbagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran
Peraturan Menileri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp43.914.500 atau 0,004% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor ¢ Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Humah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Pasaman harus konsisten
untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadal guna
mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalw hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anpgaran Ferum Kerulunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yvang ditegaskan
Jjuga pada butir E.3.a1.3}d] Lampiran Peraturan Mecnteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN} dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpl66.073.859.202 atau 43% dari total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rp388.963.180.288 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sudah
memenithi amanat Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaba Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangega Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa DBupati/Wali Kota wajib merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat
puluh  persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produks: dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus terus berkomitmen
untnk mendukung dan menvukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor
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02¥/1022/50 dan Nemor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Pasaman:

fa)] melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  sesual  dengan
keteniuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraluran Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

(1} Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil preduksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

2] Pemernntah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negenl yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN} ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP} paling rendah 40% [cmpat puluh persen]; dan

(3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% {dua puluh lima persen)|.

(b)  meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil [UMK) lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE]/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola cleh
LKFP.

fc]  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih elektif dan efisien
dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

(2] mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

(3) melaksanakan E-purchasing melalui  katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4] melakukan perjanjian/perikatan melalul surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja QOperasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp230.626.779.221 atan
80% dari total Belanja Dacrah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.163.527.265.870, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

Penycdiaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

4. Belanja Pegawai
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Jumlah alokasi Belanja Pegawal sebesar Rp583.335.282.302 atau
0% dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai dilugr tambahan
penghasilan guru, funjangan khusus guru, tunjangan profesi qguru dan
tunjangan sgjenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar Rp498.420.972.302 atau 43%
dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhi Kketentuan alokasi belanja pegawai i fuar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% ftiga puluh persen) dari total belanja APBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawal Daerah telah melebihi 30%
ftiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 {Fma} tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada:

1} Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatlur Sipil Negara [ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp392.130.131.367 alau 34% dari total Belanja Daerah, dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN [PNS dan PPPK} scrta
pemberian gaji ketiga belas dan (unjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN scsuail formast pegawai Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
kecluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
vang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan scsuai
maksud butir C.3.a.1}h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a) Belanja Iuran  .Jaminan  Kesehatan ASN  sebesar
Rpl5.475.878.0885.

b] Belanja [uran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
sebesar Rpb639.896.613.

c} Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN  sebesar
Epl.915.689.841.

d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Rpd.934 843,

e] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Rp596.091.

fi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar
Rpl.788.273.

gl Belanja [uran Jaminan Xesehatan bagi DPRDsebesar
Rp&1.685.958.

h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRDscbesar
Rp4.901.157.
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i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rpl14.703,472.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tenlang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, scbagaimana dimaksud
butir €.3.a.1}h){3) dan butir C.3.a.1)hj{6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeriniah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jamnan Kematian Bag: Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a} Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rpl12.942.523.971.

i1} Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rpl1.127.205.272.

(2] Belanja Tumjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp2.659.000.000.

{3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp626.072.727.

{4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rpl.903.138.768.

i(5) Belanja  Tunjangan  Transportasi DPRD  sebesar
Rp5.160.012.727.

b} Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  sebesar
Rp£32.112.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun
2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomorl88.31/7808/S8J perihal Penjelasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnva Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Opcrasional KDH/WEKDH sebesar Rp400.000.000
dalam Rapcangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat {2) huruf ¢
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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vang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan
yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi
sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp72.130.422.145 atau 6% dari total Belanja Daerah
dalam Rancangan Pcraturan Daerah Kabupaten Pasaman
lentang APBD Tahun Angparan 2024, yang diuraikan ke dalam
rincian obyek belanja :

a] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
schesar RpS5.141.425.441.

b} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sebesar Rp466.886.537.

¢} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
schesar Rp3.586.934,645,

d] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
scbesar Rp62.935.175.522.

6} Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rp89.653.694.700.

Untuk poin 3) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran scrta  rasionalitas  penggunaan anggaran  dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Normmor 12
Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)}(7) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Sclanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai [TPP) kepada pegawal Aparatur Sipil
Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, vang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada
Pcraturan Pemenntah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1}h){7) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

7] Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar
RpB3.532.091.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rpl1.382.219.000.

Untuk poin 7} dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tabhun Angguaran
2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud bultir
C.3.a.1)h)(7)(chi.vii}{iil] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Belanja Daerah yvang diuraikan antara lain :

aj Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Dacrah
sebesar RpH38.388.000 atau 3,92% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang  APBD Tahun Anggaran 2024 schesar
Rpl3.707.382 459 diuraikan sebagai berikut :

(1] Belanja Insentif bagt ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
schesar Rp472.040.000.

[2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah sebesar Rp66.348.000.

b} Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah
scbesar Rp72.987.000 atau 5,79% dari total Retribusi Daesrah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang  APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Epl.258.783.000 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi
Daerah sebesar Rp66.358.700.

2} Belanja Insentif bagi KDH/WHKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah sebesar Rp6.628.300.

Alokast insentif atas pemungutan refribusi daerah belum sesuat
ketentuun yatte paling tinggi 5% flima persen) dari rencana
penerimaan  Retrnibust Daerah sebagaimana ditegaskan pada
ketentuan Pasal © ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Normor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perhitungan total belanja Retribusl untuk insentif pemungutan
retribusi di luar Pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan yang
berasal dari BLUD.

Selanutnya, sebagai  implementas) Pasal 58  Peraturan
Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian [nsentif Pajak
Daerah  bapi Pejabat/PNSD  yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satlr unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan  obyektif lainnva sebagaimana maksud butir
C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

10) Belanja Honorarium sebesar Rp3.663.670.000 diuraikan ke

dalam sub rmincian obyck antara lain Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan scheszar
Rp3.501.170.000.

11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rpl 14.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupalen Pasaman tentang APBD Tahun Angparan 2024
dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta
dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai
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dengan kebutuhan dan waktu pelaksanusan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tghun 2019.

Selain ilu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1jh}(7)(c)ii.viii) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pasaeman dilarang mengaenggarkan belanja
pegawat yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja
pegawatl dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepaia
Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.11h)(9)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar
Ep303.388.681.984 atau 206% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua
belas) bulan, termasuk barang/iasa yang akan discrahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegitatan Pemerintahan Daerah guna
mencapai  sasaran pricritas daerah yang tercantum dalam
RPJMD/RPD pada SKPD terkait schagaimana ditegaskan pada pasal
2% Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir €.3.a.2)a)
Lampiran Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1} Belanja Barang sebesar Rp74.878.860.476 vang diuratkan pada :

a] Belanja Barang Pakan Habis sebesar Rp67.427.995.276,
antara lain diuraikan pada :

{1} Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
REp7.398.776.066.

(2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.386.236.676.

(d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor sebesar Rpl.732.266.719.

{4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover sebesar Rp1.401.381.650.

(o} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
schesar Rp2.854.087.707.

(6] Belanja Alat/Bahan wuntuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer sebesar Rpl1.025.372.610.

{(7) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp6.923.668.138.

(8] Belanja Barang wuntuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat sebesar Rp30.900.744.454.

(%) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar
Rp5.914.160.332.

(10)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
sebesar Rpl.533.005.000.
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b} Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
scbesar Rp7.450.865.200 yang diuraikan antara lain :

1} Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan
Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum
Lainnya sebesar Rpl.873.305.381.

(2] Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor sebesar Rp5.206.747.200.

Pengangpgarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyvata
vang didasarkan atas volume pckerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)ci{1){a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek cfektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Untuk Bcelanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dann 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yvang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkail dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2|c|(1}b), butir C.3.a.2)c)l)ic} dan butir C.3.8.2ic)1)d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Jasa sebesar Rp83.550.809.621 yang antara lain

diuraikan :

a] Belanja Jasa Kantor sebesar Rp47.629.059.095 vang
diuraikan antara lain :

(1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Rpl.164.552.000.

(2} Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rpl.723.720.000.

(3] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar
Rp574.800.000,

Harus  dibatasi penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan
kewgjaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan,
dan selanjutnya dilakukan pengurangaen jumiah alokasi
anggaran  tersebut di atas dengan mengurangi jumlah
arang/ anggota tim maupun penyesudian harga satuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, scrta
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan kontribusi nyata tlerhadap
pclaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2){a)i.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

(4} Belama Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp7.545.600.000.

(9] Belania Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp5.922.426.000,

(©) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Urnum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.053.600.000.

(7} Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar
Rp>.297 .400.000,

(8} Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar
Rpl1.233.900.000.

(@) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp3.180.500.000.

{10)Belanja Jasa Tenaga kebersihan scbesar
REp3.467.800.000,

(11)Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.312.800.000.

(12)Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebesar
Rp1.397.000.000.

Harus dibatast dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian [PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawal nont PN vang bertugas pada inslansi pemerintah
termasuk  badan  layanan umum  daerah  sebelum
diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 3 {lima) tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pernerintah tersebut harus memperhaiikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bag Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabita peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan
baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi
Jabatan pelaksana ASN sebogaimana disebutkan i atas,
maka Pemerintah Kabiipaten Pasaman tidak
diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut
dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokast SPM
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dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum
terpenubi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13)Belanja Tagihan Air sebesar Rp384.035.000.
(14)Belama Tagihan Listrik sebesar Rp4.579.754.195,

(15)Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar
Rpl.018.242.000.

(1&)Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV ~ Berlangganan
sebesar Rp1.215.520.000.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pclaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek cfektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)a}ii
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belanja Lembur sebesar Bp51.370.000.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan vyang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek clektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan scrta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp34.145.077.526
yang diuraikan :

(1} Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp32.000.000.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverape (UHC] puna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seiurub penduduk, di luar peserta penerima bantuan
luran yang bersumber dari APBN sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan keschatan pemberi pelayanan
kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman
tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau
selurubnya) Jaminan Keschatan Daerahnya dengan manfaat
yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk
mengelela sebagian Jaminan Keschatan Daerahnya dengan
skema ganda sebagaimana dimaksud butir
3. 16.a.2{c}){2)ibjiv.i) dan butir D.16.a.2)c){2)(b)v.wii) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp1.124.184.000.

(3} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN schbesar
Ep(.

(4) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rp173.718.526.

{3) Belanja luran Jaminan Kematian bagli Non ASN sebesar
Rp292.775.000.
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(6] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja
Rentan sebesar Rp330.000.000.

[7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan
sebesar Rp224.400.000.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tcntang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
teritang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjpan
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c}{2){b)] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Fenyediaan anggaran yang tercantum pada :

{1} Belanja Sewa  Peralalan dan Mesin sebesar
Rp1.067.613.000.

(2} Belanja Sewa Alat Bantu Lainnyva sebesar Rp847.450.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daecrah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
dan disesuaikan dengan kcbutuhan pada masing-masing
kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dohulu penggunaan
barang milik doerah

Selanjutnya, apabila tidak (erdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan  pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunazn
anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016,

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasililas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
scrta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp323.460.000.
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Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
dengan tetap memperhatukan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran. mengingal untuk menghadiri pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya vang terkait
dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi
Prjabat Daerah dan Staf Pemerintah Dacrah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli
diprioritaskan untuk disclenggarakan di Kabupaten Pasaman,

Sclanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejemisnya tersebut diselenggarakan di luar
dacrah harus dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek-  aspek urgens),  kualitas
penvelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggarz  serta
manlaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatthan, bimbingan tcknis atau scjenisnya guna
elektifilas penggunaan anggaran daerah.

Belanja Pemeliharaan scbesar Rp6.309.577.000 yang diuraikan
pada .

a} Belanja Pemclhiharaan Tanah sebesar Rp282 500.000.

by Belanja Pemeliharaan Peralatan  dan  Mesin  sebesar
Rp3.356.730.000.

cj Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
REp505.320.000.

d] Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp2.115.027.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
sesual dengan kewenangan dan letap memperhatikan aspek
cfektifitas, cfisiensi, kepatutan dan kewajaran sorta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan depgan
kebutuhan nyata pada masing- masing Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} Peraturan Permerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelela barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayal (1} dan ayat (2} Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |9 Tahun 2016 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah, serta  butir
. 3.a4.2)c){3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tuhun 2023,

BHeljanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5H1.611.161.776 yang
diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri,

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas  harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesual dengan biava
riil dan pengalokasian pada kode rekening vang sesuai dengan
maksud dari Belarja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Sclanjutnya harus dirasionalkan dan dikurangl jumlah
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anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian
target kinerja keglatan. Pemerinlah Kabupaten Pasaman agar
menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan
membatasi hart, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan
dinas dimaksud, schingga relevan dengan substansi kebijakan
pemerintah daerah dan hasinya dilaporkan secara transparan
dan  akuntabel sesuai  peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan butir C.3.a.2)c){4) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Pricritas Pembangunan Nasicnal Tahun
2024 sesual dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman wuntuk memenuhi alokasi anggaran penguaian
pembinaan dan  pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnva 1% (satu
persen) dan total belanja daerab (diluar gaji dan tunjangan),
untuk memenuhi alckasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% {nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk
memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Sefanjutnya, Pemerintah Kuabupaten Pasaman agar Hdak
menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri pada
Eancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 kecuall hanya untuk kegiatan yang
bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman, arntara lain telah memiliki
perjanjtan  kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman dengan pthak luar negeri dan dalam pelaksanoannya
Jjuga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun
2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjatanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Siptl Negara
Kementerian Dalam WNegeri dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPFRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberkan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.091.500.000 vyang
diuraikan pada Belanja Uang yang Dibcrikan kepada Pihak
ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, bheasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
gosial  kemasyarakatan akibat  penggunaan tanah  milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasicnal dan non proyek stralegis nasional sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2ic|{5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1% Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
1} Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp32.275.000.000.
2] Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp990.000.060.

3] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS  sebesar
Rp5.655.560.000.

4) Belanja Modal Aset Telap Lainnya BOS sebesar Rp3.224.040.000.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp42.244.600.000 sama dengan
alokasi targel DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpd42.244.600.000, sudah sesuai maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan
butir C.2.b.4)a){4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rpl5.185.207.861.
2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp50.671.773.111.

3] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD  sebesar
Rp2.663.091.972.

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  sebesar
Rp200.000.000.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rpl100.000.000.
6] Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp3.155.808.000.

Belanja BLUD sebesar Rp71.975.880.944 lebih besar dari target
Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan
Daerah  tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
Rp71.709.808.000. Belum sesuail dengan maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan
BLUD dikelola Jangsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesual
RAB yang dikensolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan
Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya
berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu] program, 1
{satuj] kegiatan, 1 {satuj sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran yvang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
REp43.902.814.935 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1] Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp24.923.969. 368,
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2] Belanja  Hibah  kepada  Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan vyang Berbadan Hukum Indoncsia sebesar
Rpl6.955.570.567.

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp1.033.275.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4] dan ayat (S Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemeriniah Kabupalen Pasaman telah
memprieritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemeriniahan Pilihan yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman serta untuk mendanai
program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja
hibah dan bantuan sosial depat dianggarkan sepanjang telah
memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah scsuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintabian, pembangunan dan kemasyarakatan dan  juga
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal
62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
butir €.3.a4.5) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahkan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
fdimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
KRabupaten Pasaman baru sebesar Rp43.439.815.233 atau
3,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024}, maka
Pemerintah Kabupaten Pasaman waqfib mengalihkan alokasi
Belanfa Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan
Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat (3} dan pasal 18 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Noemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Rerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap bclanja hibah
tersebul harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
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anggaran dimaksud melalul serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Peranpgkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran lersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifalnva menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yvang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sckroctariat Daerah.

Khusus wuntuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanfa hibah yang tercantum
pada kelompok Belanfa Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan angparan yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rpl.033.275.000, harus wmempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2019 ientang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemernniah Nemor 1 Tahun 2018 tentang Perubszhan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Necgeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungarn,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuarn
Keuangan Partai Polilk sebagaimana dimaksud butr C.3.a.5)d)(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.9.1/435/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januam 2023, maka
Pemerintah Kabupaten Pasaman agar memastikan tersedianya
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilthan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) schanyak 40% dari seluruh
kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran 1ll Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
APBD TA. 2024, tercantumn besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU
Kabupaten Pasaman sebesar Epl4.366.692.968 atau 60% dari total
NPHD scbesar Rp23.944.488.200 dan Bawaslu Kabupaten Pasaman
sehesar Rp7.712.636.400 atau 650% dan total NPHD sebesar
Rp12.854.394.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran unfuk penyelenggaraan
tahapan-tahapan  Pemilu/Pemilukada  serentak di  Kabupaten
Pasaman Tahun 2024, Pemenntah Kabupaten Pasaman sudah
memenuhi alokast hibah kepada KPU dan Bawash: Kabupaten
Fasaman sebesar sisa toial kKebutuhan pada APBD TA 2024 in,
sesuai NPHD yang telah ditanda tangant oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan KPU serta Bawaslu Kabupaien Pasaman.

8. Belama Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp85.574.498.304 atau 7%
dari total belanja dacrah  dalam  Eancangan Peraturan  Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprieoritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
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sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)aj Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam ranghka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yvang memenuii kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 [dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewat] batas minirmal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ¢.3.8.1)},
C.3.5.2) dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeni
Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah {BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan kcuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan preduk dalam negeri. Selanjutnya,
perencanaarn kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative] dan angka
dasar fbaseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Pasaman sesual amanat Pasal ¢ Peraturan
Pemenntah Nomer 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.b.7}, C.3.5.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10} Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerab terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus] dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, scbagaimana diamanatkan Pasal 54
ayal (2} Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201&.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.508.Y37.572 yang
diuraikan ke dalam belanja antara lain
1] Belanja Modal Alat Anglutan sebesar Rp233.950.000.

2] Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rpl10.308.426.600.

3} Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.629.004.000.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.234.232.129.

¢. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp28.251.680.603
yvang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

1} Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp22.159.783.876.
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp6.091.896.727.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari
12 {dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatann Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisast aset sesuai Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pasaman, sebagaimana maksud Pasal 282
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesual dengan kewenangan
dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efcktif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk datlam negeri. Selanjutnya,
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penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Pasaman fidak diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya
agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik dzerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesual dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi  Saruna dan  Prasarana Kena
Perneriniahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.5.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1S Tahun 2023,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal
Alat Kedeokteran dan Keschatan sebesar Bp2.857.505.000.

dapal dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalamm rangka meningkaikan pelayanan kepada masyarakat, sekalipus
tersedianya pelayanan pumma jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyvarakat.

Belamja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpd.500.000.004)
atauy 0,39% dari total Belanmja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman teniang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alokasinya perlu untuk dikhitung kemball dan nominalnya disesuaikan
dengan proyeksi kebutuhan vang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegialan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelurmnnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraluran perundang-undangan, sebagaimana makstd
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tzhun 2019
serta butir C.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rpl42.825.988.345 atau

12,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, vang

diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagl Hasil sebesar Rpl.496.616.545 atau 10% dari total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl14.966.165.459 diuraikan dengan rincian obyek:

1} Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rpl.370.738.245, yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasii Pajak
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Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp13.707.382.459.

2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rpl23.878.300 yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atan 10%
dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
gebesar Rpl.258.783.000.

Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah mengalokasikan anggaran
untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana
bagi hasil vang bersumber darl pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten Pasaman dimaksud dianggarkan secara
bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat {7} Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(B) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

L. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rpl41.329.371.800 atau
12,15% dar total Belanja Daerah dalam ERancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tzhun Anggeran 2024
yang diuraikan Ke dalam rincian ohyek :

1] Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
scbesar Rp63.065.200.800 yang merupakan Belanja Bantuan
Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

2| Belanja Bantuan Kcuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
scbesar RpR.312.800.000 vang merupakan Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi,

3] Belanja  Bantuan Keuangan Daerah  Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa yvang bersumber dart Dana Desa
dari APBN sebesar Rp69.951.371.000.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4
dan ayat {6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untulk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU
(DAU dan DBH] yang diterima ocleh kabupaten/kota yang memiliki
desa dalam APBD TA 2023 tidak lermasuk DBH-CHT, DBH-5DA
Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumt dalam rangka olonormi khusus sebagaimana diatur dalam
Ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
RpH30.652.008.000 yaitu sebesar Rp63.065.200.800, atau terdapat
sclisih lebih sebesar Rp6.886.170.200,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar konsisten untuk
menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.4.2/b)8), C.3.d.2)bj{9),
C.3.d.2hJ10), C.3.d.2bjf11) dan butir C.32.d.2b)12) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan
Penyediaan alokasi pembiavaan dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp84.853.343.026, scbagaimana Tabel 11 scbagai berikut:
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Berdasarkan tabel scbagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1.

Penerimaan dacrah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah vang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraluran perundang-undangarn.

Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1.

Penterimnaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp84.853.343.026.,

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya.

Penganggaran SilPA  tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan  perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SIiLPA pyang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)al{l} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman wapb menganggarkan
SiLPA dimaksud sesual penggunaannya sebagaimana maksud  butir
C.4.a.2)aj{3} Lampiran Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan vang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butitr C4.a.2)ajf4] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 15 Tahun 2023,

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.a.2)a){36) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
I3 Talhman 2023,

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp0.
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V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS
A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan

Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan scrta plafen anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12
sebagai berikut:
Tabcl 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plalon
Anpgaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

o Keterungan REJMD/RPD RKPD KUA-PPAS APBD .
E 1. |Jumlah Program {34 program 131 Program 131 Program 131 Frogram
- 2, [lumlah Kegatan o 1! 26? Kepintan 26T Kegiatan 267 Kegiatan
3 Iu-rr;lah Sub Kegiatan o - 1397 Bub Kegiatan 1397 Su:n_lieg'iatan 13.9:7-.' Su;t-: Kepatan |
4, 1‘:&::;::1:‘;;& 1.183.034.000.000 | 1. 134.904.716.876 1.084.360.587.412 | 1.163.527.265.870 l

Jumlah program sebanyak 131, jumlah kegilatan sebanyak 3267 dan jumlah
sub kegialan sebanyak 1397 pada Rancangan Peratutan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD TA. 2024 sudah sesuai dengan jumlah program dan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman hanya
diperkenankan melakukan penambahan program, Kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Ruancungun AFPBD  sepanjang
memenuhi Kriteria daruratl alau mendesak sesual Ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegquaskan pada pasal 23 ayat (2}
Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab I huruf A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN Kabupalen Pasaman TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Apggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman tentang Pergjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD
sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Pecraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada
Tahun 2024 Rpl.i83.034.000.000 sedangkan yang tercanium dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 Rpl.163.527.265.870,; dan

2. Jumlah program vang tercantum dalam RPJIJMD pada Tahun 2024
scjumlah 134 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupalen Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sejumlah 131 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja
daerah setiap tzhun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan



-70-

perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas
dacrah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 scrta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024,

3. Selanjutnya, agar penyesudian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Uhama (IKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD] scbagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Pasaman Tahun 2024-2026.

V1. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,
selain memperhatikan kebijjakan dan tcknis penyvusunan APBD, juga
mempedomani antara lain sebagai berikut :

A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraluran Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD Tahun
Angparan 2024 yang tidak tertuang dalamn Kepuilusan Gubernur ini, tetap
harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ckstrem di wilayah
kabupaten/kota melalu kegitan/subkegiatan antara lain:

a. rehabililasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

k. pemeliharaan anak-anak terlantar;
pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

e. pencegabhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industnal,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ckstrem berdasarkan hasil
musyawarah desajkelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan /subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir nmuskin cakupan daerah kabupaten /kota;

b. advokasi, pemberdayzsan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten /kota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pernutakhiran
data penernima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. penyediaan [asilllas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewcnangan dacrah kabupaten /kota;

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten/kota; dan

c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4, memfasilitas penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
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5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Menindaklanjuti  Surat Edaran  Menteri Dalam  Negeri  Nomor

900.1.9.1/5252/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubermur dan
Wakil Gubernur, Wali Kota dan Walil Wal Kola serta Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah
Kabupaten Pasaman agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk
Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu scsuai
kebutuhan di APBD TA. 2024, Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan
ditindakianjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024
tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten
Pasaman menyampzaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar
menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu
sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor
register pada APBD 2023, Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah [NPHD) tentang Pelaksanaan Dana H:ibah
Penyclenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024
antara Bupati Pasaman dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten
Pasaman.

. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan anlara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagai gualily assurance untuk melakukan reviu atas dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja SEPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laperan hasil reviu APIP dacrah untulk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusal dan
ditembuskan kepada [nspektur Jenderal Kementenan Dalam Negeri paling
lama 7 {tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar memastikan Ketersediaan alokasi

anggaran Perlindungan .Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup pescrta dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor &6 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraluran
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK
dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana kriteria pekerja vang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 5 Tahun 2021 lentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

. Pemerintah Kabupaten Pasaman agar melakukan langkah-langkah

percepatan pclaksanaan program pcenggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermoeter Listrik Berbasis
Baterai (Battery FElectric Vehicle] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan
Pemenntahan Daerah.
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G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Wali Kota
Payakumbuh agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT
Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Payakumbuh menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

e . _GUBERN UMATERA BARAT,
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